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ABSTRAK 

Yoga Pratama Yolis Prasetyo. NPM.19.81.0487. 2023. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku 

LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam 

Kalimantan. Pembimbing I Bapak Dr.Afif Khalid,S.H.I.,S.H., M.H., Pembimbing II Bapak 

Fathan Anshori,S.H., M.H. 
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Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku LGBT di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif 

senantiasa mengalami perdebatan sepanjang masa karna LGBT senantiasa makin eksis 

keberadaan nya ditengah tengah masyarakat kita indonesia. 

Penelitian difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan terhadap 

pelaku LGBT Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan  Bagaimana Sanksi Pidana Pelaku 

LGBT dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menginventarisir bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan 

kesimpulan akhir untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui bagaimana pengaturan LGBT berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Bagaimana sanksi Pidana Pelaku LGBT dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.  

Hasil Penelitian ini adalah masih ada Kekosongan Hukum terhadap pelaku LGBT di 

indonesia sehingga menurut Hukum Perkawinan adalah Tidak Sah. Dan Tanggung Jawab 

Pidana Pelaku LGBT di Indonesia pada pasal 414 dan 292 hanya Mengatur Tentang 

Pencabulan. 
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ABSTRACT 

Yoga Pratama Yolis Prasetyo. NPM.19.81.0487. 2023. Criminal Responsibility of LGBT 

Offenders in the Perspective of Indonesian Positive Law. Thesis. Faculty of Law, Kalimantan 

Islamic University. Supervisor I Mr. Dr.Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H., Supervisor II Mr. Fathan 

Anshori, S.H., M.H. 
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Criminal Responsibility of LGBT Offenders in Indonesia in the Perspective of Positive 

Law has always been debated all the time because LGBT continues to exist in the midst of our 

Indonesian society. 

The research focused on two problem formulations, namely how the regulation of LGBT 

offenders based on Law No. 16 of 2019 Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage and 

How Criminal Sanctions of LGBT Offenders in the Perspective of Indonesian Positive Law. 

This research uses normative research methods with statutory approach, the technique of 

collecting and processing legal materials used in this research is by inventorying primary legal 

materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, then analyzed to get the final 

conclusion to answer the problems in this study. The purpose of this study is to determine how 

the LGBT arrangements based on Law No. 16 of 2019 Amendments to Law No. 1974 on 

Marriage and How the Criminal Sanctions of LGBT Offenders in the Perspective of Indonesian 

Positive Law.  

The result of this research is that there is still a legal vacuum against LGBT perpetrators 

in Indonesia so that according to the Law of Marriage is invalid. And the Criminal 

Responsibility of LGBT Offenders in Indonesia in articles 414 and 292 only regulate sexual 

abuse. 
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